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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
Jabatan . KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : BUPATI BANTUL
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI BANTUL KEPALA DINAS SOSI
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Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA

TAHUN 2025
Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran 1 2025
No Sasaran Strategis Irg;kg;zr Satuan TZiLgne;n Triwulan | Target
1) 2 3 4 ®) (6) ()
1. | Meningkatnya PPKS yang Persen 100 I -
penanganan dan dilayani dan Il -
pelayanan Pemerlu ditangani 11 -
Pelayanan Kesejahteraan v 100%*
Sosial (PPKS)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan
anggaran sebagai berikut:

No Nama Program Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 8.005.133.079
2. Program Rehabilitasi Sosial Rp. 9.476.154.994
3.  Program Pemberdayaan Sosial Rp. 963.429.402
4.  Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp. 252.057.492
5.  Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 2.985.718.138
6. Program Penanganan Bencana Rp. 564.482.950
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Rp. 3.554.341.100

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)
Jumlah Anggaran Rp. 25.801.317.155

) Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
fikast “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.




2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI BANTUL KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
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H. ABDUL HALIM MUSLIH GUNAWAN BUDI SANTOSO S.Sos, M.H
NIP.196912311996031017

N\ Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"'V "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



LAMPIRAN 1l

PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 :

Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kepala Dinas Sosial dalam Perjanjian

Kinerja melaksanakan penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan sesuai dengan kebutuhannya.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Penerpan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentangrancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan

Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Balai Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
Sertifikast "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
eltrontc - pokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No

Uraian

Relevansi

Formulasi

Sumber Data

1.

PPKS yang dilayani dan
ditangani

Sasaran diatas
mendukung misi Bupati
ke 5. Validasi data
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS) dilaksanakan
setiap tahun.
Terpenuhinya kebutuhan
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS) dapat
meringankan beban
PPKS sehingga dapat
mewujudkan pemenuhan
kebutuhan dasar untuk
mencapai kesejahteraan
sosial.

Jumlah PPKS yang terlayani

dan tertangani dibagi
jumlah PPKS dikali 100%

BPS
Sidamesra

Sidapelukan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator :
Kinerja Target Penjelasan

PPKS yang 100 % |Pelayanan dan penanganan kebutuhan PPKS harus tercapai 100%

dilayani dan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi

ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan tersebut
didasarkan pada 12 mutu layanan Standar Pelayanan Minimal dan
kebutuhan PPKS. Target ini juga telah menyesuaikan dengan
capaian/realisasi pada tahun 2024 yakni 100%.

Balai

Sertifikasi

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

¢ st "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
| Elektronik pokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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